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Lampiran 3: PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)

SISTEM KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK KEMENTERIAN AGAMA 
DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI SUMATERA UTARA

A. KETENTUAN WAWANCARA:

No. ASPEK URAIAN

1 Tujuan Untuk mendapatkan data/informasi tentang:

1. Sistem komunikasi kebijakan publik Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan
bagi jemaah haji di Sumatera Utara. 

2. Sistem komunikasi kebijakan publik Kementerian Agama dalam melakukan pelayanan
bagi jemaah haji di Sumatera Utara.

3. Sistem  komunikasi  kebijakan  publik  Kementerian  Agama  dalam  memberikan
pelindungan bagi jemaah haji di Sumatera Utara.

2 Teknik/ Alat 
Pengumpulan 
Data

1. Wawancara/Interview Guide

2. Observasi/Observation Sheet

3. Studi Dokumen/Daftar Checklist

3 Informan/ 
Narasumber

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2. Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji
3. Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah
4. Kepala Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji
5. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Haji
6. Kepala Seksi Sistem Informasi Haji 
7. Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Mutazam
8. Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umrah (KBIHU) Al-Abidin; 
9. Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umrah (KBIHU) Riyadus Sholihin Deli 

Serdang; 
10. Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umrah (KBIHU) Sofa Marwah Deli 

Serdang.
11. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sumatera Utara 

4 Media 
Wawancara

1. Tatap Muka
2. Telepon/Handphone
3. Media Sosial/WhatsApp

5 Proses 
Wawancara 

1. Membuat/menentukan jadwal dan media wawancara;
2. Memperkenalkan iiri;
3. Menyampaikan maksud dan tujuan wawancara;
4. Meminta kesediaan informan/narasumber untuk diwawancarai, dicatat dan/atau 

direkam sebagai data/informasi penelitian;
5. Mengajukan pertanyaan sesuai pedoman wawancara, dan dapat dikembangkan 

sesuai situasi di lapangan;
6. Mengkonfirmasi catatan wawancara atau rekaman untuk keakuratan 

data/informasi sebagai bagian dari uji pemeriksaan data;
7. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada informan/narasumber atas waktu 

yang diluangkan dan data/informasi yang diberikan;
8. Meminta kesediaan informan/narasumber untuk dimintai kembali data/informasi 

yang masih kurang pada waktu yang lain;
9. Mengakhiri sesi wawancara. 

6 Perlengkapan/ 
Alat yang 
digunakan 

1. Alat tulis
2. Alat perekam audio
3. Alat foto
4. Flaskdisk
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B. KARAKTERISTIK INFORMAN:

1.  Informan/Narasumber : Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

1. Nama Informan : Drs. H. Muslim, MM

2. Umur :

3. Jenis Kelamin : Laki-laki

4. Status Perkawinan : Menikah

5. Pendidikan : 1. S1.  

2. S2. 

3. S3. 

6. Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah 
(Kabid PHU) Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Sumatera Utara 

7. Pekerjaan lain-lain :

DAFTAR PERTANYAAN : 

1. Umum

  a. Apa saja TUPOKSI Bidang Penyelenggaran Haji dan Umrah Kementerian Agama Provinsi
Sumatera Utara?

  b. Bagaimana struktur organisasi  di  Bidang Penyelenggaran Haji  dan Umrah Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Utara?

  c. Bagaimana dengan pembagian kewenangan dan tanggungjawab antarbagian? Bagaimana
pelaksanaan komunikasi internalnya? 

d. Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait sosialisasi penyelengaraan haji? 

e. Apa saja program Bidang Penyelenggaran Haji dan Umrah Kementerian Agama Provinsi
Sumatera Utara terkait dengan penyelengaraan haji?

2. Sistem Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

   a. Apa  saja  media  yang  digunakan  pihak  Bidang  Penyelenggaran  Haji  dan  Umrah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam penyelengaraan haji?

    b. Apa saja peran SISKOHAT itu? Bagaimana implementasinya?

    c. Bisa  dijelaskan,  siapa  saja  yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan  SISKOHAT?
Komunikasinya seperti apa?

   d. Bagaimana  dengan  pemanfaatan  website  Kemenag.go.id  atau  yang  secara  khusus
tentang PHU di tingkat pusat maupun Kemenag Provinsi Sumatera Utara?
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e. Bagaimana dengan ruang publik  yang digunakan sebagai  bagian  dari  complain dalam
penyelenggaraan haji, misalnya ada kolom khusus pengaduan di website atau kotak saran
di kantor Kemenag Provinsi Sumatera Utara?

   f. Sejauh  ini  apakah  publik  memanfaatkan  fasilitas  komunikasi  yang  tersedia,  misalnya
hotline atau call center, atau kolom kontak pada website?

g. Siapa yang mengawasi kegiatan penyelenggaraan haji?

h. Kapan dilaksanakan evaluasi kegiatan penyelenggaraan haji?

i. Apakah  publik  boleh  mengetahui  hasil  evaluasi  kegiatan  penyelenggaraan  haji  yang
dilakukan?

j. Bagaimana  mengkomunikasikannya  kepada  masyarakat  (publik),  melalui  media  apa
informasi hasil evaluasi itu disampaikan?
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2.  Informan/Narasumber : Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji 

1. Nama Informan :

2. Umur :

3. Jenis Kelamin :

4. Status Perkawinan :

5. Pendidikan : 1. S1.  

2. S2. 

3. S3. 

6. Jabatan : Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji 
Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera 
Utara 

7. Pekerjaan lain-lain :

DAFTAR PERTANYAAN : 

No. Uraian Pertanyaan

1. Apa  saja  TUPOKSI  Bapak/Ibu dalam  Bidang  Penyelenggaran  Haji  dan  Umrah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara?

2. Bagaimana  komunikasi  untuk  koordinasi  di  Bidang  Penyelenggaran  Haji  dan  Umrah
Kementerian Agama Provinsi  Sumatera Utara terkait  dengan  bidang tugas pendaftaran
dan dokumen haji?

3. Salah  satu  tugas  pelayanan  calon  jemaah  haji  adalah  penerimaan  pendaftaran  dan
pengurusan  dokumen-dokumen  terkait  pendaftaran  tersebut.  Bagaimana  proses
pendaftaran calon jemaah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera
Utara? 

4. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses pendaftaran calon jemaah haji?

5 Siapa saja yang dilibatkan dalam proses pendaftaran calon jemaah haji? 

6. Setelah  proses  pendaftaran  calon  jemaah  haji  berapa  lama  masa  tunggu  untuk
keberangkatannya?

7. Apa saja yang dilakukan terkait dengan sosialisasi proses pendaftaran calon jemaah haji?

8. Apa  saja  program  Seksi  yang  Bapak  pimpin  dalam Bidang  Penyelenggaran  Haji  dan
Umrah  Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera  Utara  khususnya  terkait  dengan
penyelengaraan haji?

9. Apa  saja  media  Bapak  gunakan  terkait  sosialisasi  penyelengaraan  haji  kepada
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masyarakat?

10. Apakah Bapak dapat berkomunikasi  langsung dengan masyarakat/publik terkait dengan
bidang tugas yang Bapak kerjakan? 

11. Bagaimana  sebenarnya  model  komunikasi  yang  bisa  digunakan  untuk  berkomunikasi
dengan masyarakat terkait dengan bidang tugas Bapak? Komunikasinya seperti apa?

12. Bagaimana  dengan  pemanfaatan  website  Kemenag.go.id  atau  yang  secara  khusus
tentang PHU di tingkat pusat maupun Kemenag Provinsi Sumatera Utara?

13. Bagaimana dengan ruang publik  yang digunakan sebagai  bagian  dari  complain dalam
penyelenggaraan haji, misalnya ada kolom khusus pengaduan di website atau kotak saran
di kantor Kemenag Provinsi Sumatera Utara?

14. Sejauh  ini  apakah  publik  memanfaatkan  fasilitas  komunikasi  yang  tersedia,  misalnya
hotline atau call center, atau kolom kontak pada website?

15, Siapa yang mengawasi kegiatan penyelenggaraan haji di Seksi Bapak? Apakah berjalan
dengan baik?

16. Kegiatan penyelenggaraan haji  ini melibatkan masyarakat/publik secara luas, tentu saja
monitoring dan evaluasi sangat penting? Bagaimana menurut Bapak? Kapan dilaksanakan
evaluasi kegiatan penyelenggaraan haji ini?

17. Apakah  publik  boleh  mengetahui  hasil  evaluasi  kegiatan  penyelenggaraan  haji  yang
dilakukan?

18. Bagaimana  mengkomunikasikannya  kepada  masyarakat  (publik),  melalui  media  apa
informasi hasil evaluasi itu disampaikan?

19. Apakah  terdapat  hambatan  dalam proses  sosialisasi penyelenggaraan  haji,  khususnya
pada Seksi yang Bapak pimpin? Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 
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3.  Informan/Narasumber : Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah

1. Nama Informan :

2. Umur :

3. Jenis Kelamin :

4. Status Perkawinan :

5. Pendidikan : 1. S1.  

2. S2. 

3. S3. 

6. Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah 
Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera 
Utara 

7. Pekerjaan lain-lain :

DAFTAR PERTANYAAN : 

No. Uraian Pertanyaan

1. Apa  saja  TUPOKSI  Bapak/Ibu dalam  Bidang  Penyelenggaran  Haji  dan  Umrah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara?

2. Bagaimana  komunikasi  untuk  koordinasi  di  Bidang  Penyelenggaran  Haji  dan  Umrah
Kementerian  Agama Provinsi  Sumatera  Utara  terkait  dengan  bidang  tugas  pembinaan
jemaah haji dan umrah?

3. Salah satu tugas pembinaan dalam penyelenggaraan haji dan umrah adalah melakukan
pembinaan bagi  calon jemaah haji  mulai  dari  ditetapkannya sebagai peserta calon haji
hingga ke proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji ke tanah air. Apa saja
program pembinaan yang dilakukan? 

4. Dalam kaitannya dengan pembinaan jemaah calon haji, diadakan manasik haji. Siapa saja
yang dilibatkan untuk kegiatan ini?

5 Idealnya berapa kali seorang jemaah calon haji mengikuti manasik haji? 

6. Manasik haji dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta dalam hal ini KBIHU, bagaimana
ketentuan  tentang  hal  tersebut.  Siapa  yang  berhak  mengawasi  jika  dilakukan  oleh
swasta/KBIHU? Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan? 

7. Setelah  jemaah  calon  haji  berada  di  asrama  haji,  di  pesawat,  dan  di  Arab  Saudi,
bagaimana  proses  pembinaan  yang  dilakukan?  Siapa  saja  yang  terlibat?  Bagaimana
metode pembinaannya? Bagaimana pengawasannya? 
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8. Dalam prosesi pelaksanaan ibadah haji di Tanah Haram apa saja program atau kegiatan
pembinaan terhadap jemaah? 

9. Setelah mereka selesai melaksanakan prosesi ibadah haji dan dalam pesawat menunju
kepulangan,  apakah pembinaan terhadap mereka masih ada,  sehingga mereka benar-
benar menjadi haji yang mabrur? 

10. Setelah  jemaah  haji  pulang,  apakah  ada  lagi  pembinaan  yang  dilakukan?  Bagaimana
dengan  keterlibatan  IPHI  dalam  kaitan  pembinaan  ini?  Apakah  ada  pengawasan  dari
Kanwil Kemenag Provsu?

11. Bagaimana sebenarnya model komunikasi yang  dilakukan oleh Kanwil Kemenag Provsu
dengan lembaga-lembaga diluar pemerintah dalam hal pembinaan calon dan jemaah haji.
Maksudnya pembinaan sebelum dan sesudah jadi jemaah haji? 

12. Sejauh ini apa saja masalah yang mengemuka terkait dengan pembinaan jemaah haji,
baik sebelum maupun sesudah kembali ke tanah air? Bagaimana koordinasinya dengan
pihak-pihak swasta baik KBIHU maupun IPHI? 
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4.  Informan/Narasumber : Kepala Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji

1. Nama Informan :

2. Umur :

3. Jenis Kelamin :

4. Status Perkawinan :

5. Pendidikan : 1. S1.  

2. S2. 

3. S3. 

6. Jabatan : Kepala Seksi Akomodasi, Transportasi, dan 
Perlengkapan Haji Bidang Penyelenggaraan Haji 
dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Sumatera Utara 

7. Pekerjaan lain-lain :

DAFTAR PERTANYAAN : 

No. Uraian Pertanyaan

1. Apa  saja  TUPOKSI  Bapak/Ibu dalam  Bidang  Penyelenggaran  Haji  dan  Umrah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara?

2. Bagaimana  komunikasi  untuk  koordinasi  di  Bidang  Penyelenggaran  Haji  dan  Umrah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terkait dengan sosialisasi penyelenggaraan
haji?

3. Salah satu tugas pelayanan bagi jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
adalah terkait  dengan akomodasi,  transportasi,  dan perlengkapan haji.  Apa saja tugas-
tugas terkait dengan bidang ini? 

4. Tugas ini merupakan tugas yang sangat kompleks, dan saya yakin banyak sekali masalah
terkait  tugas  ini.  Misalnya  tentang  makanan,  transportasi  di  tanah  air,  penerbangan,
setelah sampai di Jedah atau Madinah menunju hotel,  selama di Mekah dan Madinah,
pada  proses  kepulangan,  hingga  transportasi  dari  asrama  haji  ke  kota  kabupatennya
masing-masing. Bagaimana manajemennya? 

5 Siapa saja yang diiuktsertakan dalam pengelolaan bidang ini?  Bagaimana pula  sistem
komunikasi yang dibangun? 

6. Sejauh  ini  apa  saja  kira-kira  yang  menjadi  problem  bagi  jemaah  kita?  Bagaimana
mengatasinya? 

7. Selain  sebagai  pelayanan  kepada  jemaah  juga  dapat  dikaitkan  dengan  pelindungan
jemaah haji? Apa saja yang menjadi bagian dari pelindungan terhadap jemaah calon haji
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atau jemaah haji dari dalam negeri hingga kepulangannya kembali ke tanah air? 
8. Dalam kaitannya dengan pelindungan jemaah haji bagaimana proses penanganan yang

dilakukan selama ini, misalnya terkait  dengan kesehatan,  asuransi  kesehatan,  asuransi
jiwa, dan sebagainya khususnya yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan jiwa?

9. Masalah-masalah  yang  terjadi  juga  sering  didengar  cerita-cerita  adanya  jemaah  yang
kesasar,  dilarikan  supir  taksi,  kecelakaan,  dan  masalah  sejenis,  bagaimana
penanganannya? Dengan siapa kordinasinya di Mekah atau Madinah?

10. Bagaimana keterkaitan jemaah haji dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen
(YLKI) terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini? Sejauh ini ada tidak kasus komlain
jemaah  haji  yang  melapor  ke  YLKI  sehingga  kasusnya  melebar  ke  luar  Kementerian
Agama?

11. Kalau ada, apa yang dilakukan untuk mengatasinya? 

12. Bagaimana  keterlibatan  Pemerintah  Pusat  dalam  penanganan  kasus-kasus  yang
melibatkan pihak luar, misalnya YLKI tadi? 
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5.  Informan/Narasumber : Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Haji 

1. Nama Informan :

2. Umur :

3. Jenis Kelamin :

4. Status Perkawinan :

5. Pendidikan : 1. S1.  

2. S2. 

3. S3. 

6. Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Haji 
Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera 
Utara 

7. Pekerjaan lain-lain :

DAFTAR PERTANYAAN : 

No. Uraian Pertanyaan

1. Apa  saja  TUPOKSI  Bapak/Ibu dalam  Bidang  Penyelenggaran  Haji  dan  Umrah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara?

2. Bagaimana  komunikasi  untuk  koordinasi  di  Bidang  Penyelenggaran  Haji  dan  Umrah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terkait dengan keuangan haji?

3. Salah satu tugas pelayanan bagi jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
adalah terkait dengan keuangan haji. Apa saja tugas-tugas terkait dengan bidang ini? 

4. Tugas  ini  merupakan  tugas  yang  sangat  sensitif,  sebab  menyangkut  keuangan.
Bagaimana Bapak/Ibu melihat tingkat sensifitas bidang keuangan haji ini? 

5 Apa saja yang terkait  dengan keuangan haji  ini  dikaitkan dengan bidang-bidang tugas
dalam penyelenggaraan ibadah haji? Misalnya dalam hal pelayanan, apa saja yang terait
dengan keuangan? Bidang pembinaan apa saja? Dan bidang pelindungan apa saja? 

6. Sejauh  mana  tugas  bidang  keuangan  haji  ini  terkait  dengan  tugas-tugas  di  Kanwil
Kemenag  Provinsi,  khususnya  di  Bidang  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  Kanwil
Kemenag Provinsi Sumatera Utara? 

7. Terkait  dengan  keuangan  haji  ini,  tentu  yang  terpikirkan  oleh  masyarakat  secara  luas
adalah besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH), siapa yang berwenang menetapkan
BIPIH tersebut? Bagaimana mekanisme penyampaiannya kepada masyarakat atau calon
jemaah haji? 

8. Bisa disebutkan berapa BIPIH kita dalam 3 tahun terakhir ini? Siapa saja yang dilibatkan
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dalam  pengumpulan  BIPIH  tersebut?  Bagaimana  koordinasinya  dengan  Pemerintah
Pusat? 

9. Bisa dijelaskan apa saja kira-kira yang sering menjadi masalah terkait dengan keuangan
haji ini? Bagaimana solusi yang diambil? Bagaimana pula keterlibatan pihak luar, misalnya
sampai ke ranah hukum? 

10. Jika ada masalah keuangan haji yang di bawa ke ranah hukum, apa yang dilakukan oleh
pihak Kanwil Kemenag Provsu dalam menghadapinya? 
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6.  Informan/Narasumber : Kepala Seksi Sistem Informasi Haji 

1. Nama Informan :

2. Umur :

3. Jenis Kelamin :

4. Status Perkawinan :

5. Pendidikan : 1. S1.  

2. S2. 

3. S3. 

6. Jabatan : Kepala Seksi Sistem Informasi Haji 
Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera 
Utara 

7. Pekerjaan lain-lain :

DAFTAR PERTANYAAN : 

No. Uraian Pertanyaan

1. Apa  saja  TUPOKSI  Bapak/Ibu dalam  Bidang  Penyelenggaran  Haji  dan  Umrah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara?

2. Bagaimana  komunikasi  untuk  koordinasi  di  Bidang  Penyelenggaran  Haji  dan  Umrah
Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera  Utara  terkait  dengan  bidang  tugas  sistem
informasi haji?

3. Sistem  Informasi  Haji  merupakan  bagian  dari  tugas  pelayanan  bagi  jemaah  dalam
penyelenggaraan ibadah haji. Informasi apa saja yang dapat diketahui oleh jemaah calon
haji atau jemaah haji? 

4. Dewasa ini model komunikasi dalam menyampaikan informasi bukan saja hanya bersifat
one way communication, komunikasi satu arah, tetapi juga sudah two way communication
(dua  arah),  bahkan  multi  way  communication (menyebar  ke  segala  arah).  Model
komunikasi mana yang paling dominan digunakan? 

5 Apa saja media yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat? 

6. Apa yang dimaksud  dengan SISKOHAT? Apa saja  yang menjadi  bidang tugas  terkait
dengan pemanfaatan SISKOHAT tersebut? 

7. Apa manfaat dari adanya SISKOHAT tersebut? 

8. Dalam hal apa saja dapat dimanfaatkan SISKOHAT tersebut? 

9. Bagaimana dengan penggunaan website Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara, atau
yang lebih besar Kementerian Agama RI. Apakah sejauh ini sudah menjadi pusat informasi
bagi calon jemaah haji, jemaah calon haji, atau jemaah haji? 
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10. Terkait dengan komplain, apakah jemaah haji dapat memanfaatkan Seksi Sistem Informasi
Haji  yang  ada  di  Kanwil  Kemenag  Provinsi  Sumatera  Utara  ini?  Bagaimana  proses
pengajuan komplainnya? 

11. Bagaimana  tanggapannya  tentang  perlunya  transparansi  dalam  segala  hal  termasuk
dalam  kaitannya  dengan  penyelenggaraan  ibadah  haji,  baik  dalam  hal  pembinaan,
pelayanan, maupun pelindungan jemaah haji?

12 Apakah ada keterkaitan  pembentukan atau  pengadaan  Seksi  Sistem Informasi  Haji  ini
dengan transparansi  dan akuntabilitas  dalam bidang penyelenggaraan  ibadah haji  dan
umrah ini? Dapatkah dijelaskan hubungannya?    

Lampiran 3 | 308



7.  Informan/Narasumber : Para Pengurus KBIHU  dan IPHI

1. Nama Informan :

2. Umur :

3. Jenis Kelamin :

4. Status Perkawinan :

5. Pendidikan : 1. S1.  

2. S2. 

3. S3. 

6. Jabatan :  

7. Pekerjaan Utama

8. Pekerjaan lain-lain :

DAFTAR PERTANYAAN : 

No. Uraian Pertanyaan

1. Terkait dengan penyelenggaraan haji di Sumatera Utara, apa saja program yang Bapak
canangkan? 

2. Bagaimana komunikasi lembaga Bapak dengan pihak Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera
Uara khususnya Bidang Penyelenggaran Haji dan Umrah terkait dengan penyelenggaraan
haji?

3. Dalam hal apa saja keterlibatan Bapak selaku ketua lembaga yang konsern dalam bidang
penyelenggaraan haji  terkait  dengan penyelenggaraan haji  yang ditangani Kementerian
Agama?  Bagaimana  dengan  pembagian  kewenangan  dan  tanggungjawab  lembaga-
lembaga ini? 

4. Selaku  bagian  dari  penyelenggara  ibadah  haji,  bahkan  yang  langsung
bersentuhan/berhubungan dengan masyarakat/publik bagaimana komunikasi yang Bapak
jalankan selama ini? 

5 Media  apa  saja  yang  Bapak  gunakan  terkait  sosialisasi  penyelengaraan  haji  kepada
masyarakat?

6. Terkait dengan SISKOHAT, bagaimana menurut Bapak implementasinya di lapangan?

7. Sejauh  ini  apa  saja  menurut  Bapak  kelebihan  dan  kekurangan  SISKOHAT  dalam
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penyelenggaraan haji? 

8. Kemenag RI punya website bahkan PHU dan Kemenag Provinsi  Sumatera  Utara juga
memiliki  websitenya  masing-masing.  Apakah  memanfaatkannya,  khususnya  terkait
penyelenggaraan haji? 

9. Bagaimana dengan ruang publik  yang digunakan sebagai  bagian  dari  komplain dalam
penyelenggaraan haji, misalnya ada kolom khusus pengaduan di website atau kotak saran
di kantor Kemenag Provinsi Sumatera Utara, apakah juga dimanfaatkan?

10. Sejauh ini apakah publik atau Bapak sendiri entah untuk jamaah memanfaatkan fasilitas
komunikasi  yang  tersedia,  misalnya  hotline  atau  call  center,  atau  kolom  kontak  pada
website?

11. Bagaimana  keterlibatan  Bapak  sebagai  jamaah  atau  masyarakat/publik  tentang
pengawasan  atau  evaluasi  tentang  penyelenggaraan  haji,  apakah  ada  ruang  untuk
menyampaikannya  kepada pihak  pemerintah  atau  secara khusus  kepada pihak  Kanwil
Kemenag Provinsi Sumatera Utara?

12. Masih  terkait  dengan  kepentingan  publik,  menurut  Bapak  apakah  pihak  Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sudah baik dalam menjalankan komunikasi
public, khususnya dalam hal penyelenggaraan haji?

13. Apa saja menurut Bapak yang perlu dibenahi atau perlu ditingkatkan dalam hal komunikasi
310public ini untuk perbaikan ke depan? 

14. Dari  sisi  kendalanya  menurut  Bapak  apa  saja  kendala  yang  dihadapi  terkait  dengan
implementasi komunikasi 310public dalam penyelenggaraan haji? 

15. Terkait  dengan  pembinaan  jemaah  haji,  bagaimana  sistem  komunikasi  dengan  pihak
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara?

16. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera
Utara yang melibatkan KBIHU atau IPHI?

17. Menurut  Bapak/Ibu  apa  masalah  yang  harus  dibenahi  atau  perlu  ditingkatkan  dalam
kaitannya dengan pembinaan jemaah haji di Sumatera Utara?

18. Bagaimana  tanggapan  Bapak/Ibu  terkait  dengan  model  komunikasi  yang  dilaksanakan
oleh  Kanwil  Kementerian  Agama  dalam  hal  pelaksanaan  tugas-tugas  pembinaan  dan
pengawasan terhadap KBIHU atau lembaga di bawah pembinaan atau pengawasannya?
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